CROSSCUTTING SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi
- . BAPPEDA
Nilai Evaluasi Kinerja " . : ) T
Penyelenggaraan Pemgintah Indikator Indeks Reformasi Birokrasi e e S|nkron|sas|PIreur1é|:]actaorr] ;aa:a Dokumen
Daerah Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
BAPPEDA INSPEKTORAT
ikator Kineri A — Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Reviu, evaluasi dan melakukan
P?(nyelgrliszalzn Inglk%to'r( Kinerla 1= | ! yerenag pengawasan berkolaborasi dengan
unci (IKK) pada Dokumen ITKP I BPKP(kapabilitas APIP) serta KPK (survei
INSPEKTORAT -= penilaian integritas)
Reviu dan evaluasi dokumen Sasaran | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik i DISKOMINFO
LPPD : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
SELURUHOPD | A Indikator Indeks Pelayanan Publik : melalui Pengembangan SPBE
Pemenuhan Data IKK masing { Indeks Kepuasan Masyarakat L. : SELURUH OPD
: 1 1 Suppurt Data
: Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel = :
Indeks Pelayanan Publik |- e v e ! i i
Indikator : :
SELURUH OPD 1 Rrrrr-- ITKP
Pemenuhan Kertas Kerja |
PEKPPP Mandiri I i SELURUH OPD
r__-__.._..____-__....___________] 1 Penyelenggaraan proses PBJ sesuai
; : pedoman
1
v
Indeks Kepuasan Masyarakat
SETDAKO SELURUH OPD/ UPP
BAPPEDA (BAG. ORGANISASI) ;
" . Melaksanakan Survei Kepuasan
Penanggungjawab komponen Penanggungjawab komponen INSPEKTORAT SELURUH OPD Masyarakat (SKM)p

Perencanaan Klinerja
dan Pengukuran Kinerja

Penanggungjawab komponen

Pelaporan Kinerja !
Evaluasi Internal

Pemenuhan Dokumen SAKIP

Digitalisasi Akuntabilitas Kinerja

DINAS KOMINFO




CASCADING ASISTEN

SEKRETARIS DAERAH

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ITKP
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Indeks Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp. 29.064.962.883,-
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 4.077.457.400,-
Program Perekonomian Dan Pembangunan Rp.  288.963.650,
v y v
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Sasaran | Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah Sasaran | Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Sasaran || Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Indikator Persentase pengelolaan pemerintahan umum Indikator Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Indek Reformasi Hukum Sasaran | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Sasaran | Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan
akuntabel
Indeks Zakat Nasional Indikator | Nilai IKM Sekretariat Daerah - —
Indikator Indeks Kematangan Organisasi
Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan i i i imiliki
Keagamaan d Teggah Masyarakat 9 g Sasaran Meningkatnya produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan
Indikator Return On Asset (ROA) BUMD Indikator Indeks Kualitas Kebijakan
Sasaran | Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Indikator | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Indikator Indeks BerAKHLAK (Opsional)
P tase Unit Pel Publik d Kategori Pel Baik
Sasaran Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan £rseniase _nit Felayanan Pubik dengan Rafegor Fefayanan 2al
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK
Indikator Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan

Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh




CASCADING STAF AHLI WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ITKP
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Indeks Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
Indikator Nilai Evaluasi AKIP

h 4

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang pemerintahan, hukum dan
politik
Indikator Jumlah rekomendasi bidang pemerintahan, hukum dan politik

A 4

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM

h 4

Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang kemasyarakatan dan

STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Indikator Jumlah rekomendasi bidang kemasyarakatan dan SDM

Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan

Indikator Jumlah rekomendasi bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan




CASCADING BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH

Tujvan | Tenwujudnya tata keloa pemeriniahan yang efekif dan efsien ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN PEMERINTAKAN
- - Sasaran | Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran | Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah pemerintahan
Sasaran waltas - Indikator | Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Indikator Persentase pengelolaan pemerintahan umum dalam kategori baik
Indikator | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indek Reformasi Hukum Porsontase masdah kewtayahan yang diangan
1TKP Indeks Zakat Nasional
S Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat
asaran | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik K Tengah Masyarakat
oty v eagamaan di Tengah Masyaraka Sasaran | Optimalnya pelaksanaan fasiitasi kerjasama daerah
Indikator | Indeks Pelayanan Pubik Indikator | Persentase dokumen kerjasama yang sesuai dengan pedoman
Indeks Kepuasan Masyarakat 5 -
Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Sasaran Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
Indikator Nilai Evaluasi AKIP Indikator Jumlah laporan yang di ikan tepat
waktu
Program | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Rp. 451.349.100,-
Administrasi Tata Pemerintahan Rp. 450.231.750,-
Kegiatan
Fasilitasi Kerjasama Daerah Rp . 15.117.350,-

\P—l

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Sasaran | Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Indikator | Persentase laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
disampaikan sesuai pedoman
Sasaran fasilitasi tapal batas
Indikator Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan
Sasaran Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Indikator | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik
Sasaran Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase LPM yang berprestasi
Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam ategori baik
Sasaran | Meningkatnya kualitas dokumen kerjasama yang difasiitasi
Indikator Persentase dokumen Kesepakatan bersama/ Nota Kesepahaman yang
difasilitasi
Sasaran | Meningkatnya kualitas data rupa bumi
Indikator Persentase data rupabumi yang di inventarisir
Sub Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Rp 52.656.200,-
Kegiatan
Penataan Administrasi Pemerintahan Rp 249.694.950,-
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 147.880.600
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Rp. 15.117.350,-
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PENATA KELOLA PEMERINTAHAN
Sasaran | Terfasiitasinya pemberdayaan masyarakat pada lembaga dan pembinaan Kelurahan-kelurahan Sasaran | Terlaksananya pendataan rupabumi Kota Payakumbuh Sasaran | Terlaksananya kegiatan Fasiitasi Kerjasama Daerah
Indikator Jumlah dokumen data rupabumi yang tersedia Indikator Jumlah bahan Kesepakatan Bersama / Nota Kesepakatan yang difasilitasi
Indikator | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang akiif
Sasaran Terlaksananya kooridinasi dalam rangka Pembinaan dan
Jumlah kelurahan-kelurahan berkategori baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Indikator Jumlah koordinasi dalam rangka pembinaan kecamatan
Sasaran Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sasaran | Terlaksananya pendataan batas wilayah
Indikator Jumlah bahan LKPJ yang di himpun dari Perangkat Daerah
Indikator | Jumlah dokumen batas wilayah yang tersedia
Jumlah bahan LPPD yang di himpun dari Perangkat Daerah
Jumlah bahan SPM yang di himpun dari Perangkat Daerah




CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A

SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Persentase pengelolaan pemerintahan umum
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Indek Reformasi Hukum
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Zakat Nasional
ITKP Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan
Keagamaan di Tengah Masyarakat
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Indeks Pelayanan Publik
KEPALA BAGIAN KESEJARTERAAN RAKYAT
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan di tengah
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel k
Indikator Persentase lembaga keagamaan yang aktif
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
- N Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal
Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 2.986.544.900,-
Sasaran Meningkatnya peran dan fungsi lembaga sosial di tengah masyarakat
Indikator Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif
Kegiatan P Kebijakan Kesej Rakyat | Rp. 2.986.544.900,-
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Sasaran Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga keagamaan Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan tata kelola sarana Ibadah Sasaran Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial
Indikator Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi Indikator Persentase Masjid yang memiliki kepengurusanyang baik Indikator Persentase organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi
Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi Sasaran Meningkatnya fasilitasi pengelolaan MTQ Persentase proposal bantuan hibah yang diproses
Sub Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait | Rp. 815.837.200,- Indikator | Jumlah cabang perlombaan yang diikuti dalam pelaksanaan MTQ Nasional Sasaran | Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan UKS di Sekolah/Madrasah
Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat
Sub Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp. 422.638.950,- Indikator Persentase sekolah/ madrasah yang dibina untuk meningkatkan stratifikasi
UKS pada tahun n
Sub Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Rp. 1.748.068.750,-
Kegiatan Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Sasaran Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Keagamaan di Kota Payakumbuh
¥ P N N PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam di Kota Payakumbuh
Sasaran Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Tata Kelola Sarana Ibadah Sasaran Tersedianya dokumen pembinaan dan fasilitasi Terhadap Lembaga Sosial
Jumlah Dokumen Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam di Kota Payakumbuh Keagamaan
Indikator Jumlah dokumen kepengurusal tata kelola masjid yang didokumentasikan
Sasaran Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan Indikator Jumlah dokumen bantuan Hibah yang diproses
" Sasaran Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan MTQ
Indikator Jumlah dokumen pelaksanaan wirid pengajian ASN di Pemerintah Kota Payakumbuh y 9 Jumlah Dokumen Fasilitasi Terhadap Organisaasi Sosial Keagamaan
Indikator | Jumlah dokumen fasilitasi LPTQ pelaksanaan Lomba pada MTQN
Sasaran Terlaksananya pembinaan fasilitasi UKS di kota Payakumbuh
Jumlah dokumen untuk pelaksanaan cabang MTQN Tingkat Kota . — ——
Indikator Jumlah dokumen Sekolah/ Mardasah yang di bina dan di fasilitasi untuk
peningkatan stratifikasi UKS




| CASCADING BAGIAN HUKUM |
SEKRETARIS DAERAH —I ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efekif dan efisien Sasaran P P Daerah
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Indikator P umum
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Indek Reformasi Hukum
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Zakat Nasional
kP Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan
Keagamaan di Tengah Masyarakat
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik r’
Indikator Indeks Pelayanan Publik KEPALA BAGIAN HUKUM
Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan
dan kepenti penyelenggaraan p i
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel -
Indikator Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
o o " perundang-undangan
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani
j i Rp. 29.064.962.883,- " " "
Program :;;gram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ P, Persentase Perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 4.077.457.400,- P peraturan yang dipublikasikan ke
masyarakat
Program Perekonomian Dan Pembangunan Rp.  288.963.650,-
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp 625.563.400,-

Ahli Muda

Sasaran

F Peraturan F
Meningkatnya kualitas Perundang-Undangan Daerah

Indikator

Persentase rancangan produk hukum daerah yang disampaikan untuk
harmonisasi dan fasilitasi

Jumlah ranperda yang disampaikanke DPRD untuk dibahas pada tahun n

Jumlah produk hukum yang ditetapkan : Perda, Perwako dan Keputusan

Sub
Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp 62.048.150,-

l

SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM

Sasaran inasi masalah hukum
Indikator p p hukum yang ditindaklanjuti
Sasaran Meningkatnya publikasi peraturan perundang-undangan
Indikator P peraturan p yang dij
Sub Fasilitasi Bantuan Hukum Rp 535.019.950,-
Kegiatan

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Rp 28.495.300,-

!

PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sasaran

Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik

Indikator

Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan

!

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

Sasaran Tersedianya bahan laporan di bidang bantuan hukum

Indikator Jumlah laporan laporan permasalahan hukum yang disusun




| ‘CASCADING BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

]

SEKRETARIS DAERAH
o ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efeki dan efisien
Tujuan Judny P yang Sasaran | Meringrainya kualias pelaporan Knerja Sekretariat Daerah
ik i Birokrasi
ndikator | Indeks Reformasi Bioleasi Indikator | Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran kualitas
Sasaran | Meningkatnya Kualtas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator | Nil Evaluasi Kineria Penyelenggaraan Pemerintah Dasrah
Indikator | Niai KM Selcetariat Daerah
TP
Sasaran | Meningkatnya produkfivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimilii BUMD
Sasaran | Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik
Indikator | Return On Asset (ROA) BUMD.
Indikalor | Indeks Pelayanan Publik
Sasaran | Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indeks Kepuasan Masyarakat ingkainy: 9 ¥
Sasaran | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Sasaran administrasi
Indikator | Nili Evaluasi AKIP
Progam | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ro.  12637.653690.- Indikator | Persentase pengelolaan kegiatan yang tertb administrasi sesuai aturan
Kabupaten/ Kota Persentase sirategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Sasaran | Meningkatkan kualftas perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota
Indikator | Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Rensira
Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman
Sasaran | Meningkatnya kualtas jenis layanan yang disurvei pada Seketariat Daerah
Indikator | Persentase jenis layanan pada Sekretariat Daerah yang disurvei dengan kategori BAIK
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp120.637.150,-
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp11.590.718.099,-
Adminisrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah | Rp. Rp926.28.441,-
dan Waki Kepala Daerah
PERENCANA AHLI MUDA PERENCANA AHLI MUDA
Sasaran | Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP dan dokumen pendukung lainnya Sasaran | Meningkatnya kualitas Penatausahiaan dan pelaporan keuangan
Seketariat Darah
Indikator | P dokumen SAKIP Setdako yang tepat waklu Indikator | Persentase kesesuaian penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-
undangan vana berlaku Jumlah dokumen laporan keuangan Seketariat Daerah yang disampaikan
Sasaran || Meningkaina kualtas penyusunan Dokumen Laporan SKM Selcetariat
Indikator | Persentase Laporan SKM Seletariat Daerah yang disusun sesuai pedoman I
Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Rp. 13.765.500 l l l
Kegiatan Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 97898.550,- PENELAAH TEKNIS KEBIAKAN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENELAAH TEKNIS KEBLAKAN
Sasaran | Terlaksananya penatausahaan keuangan Sasaran | Terlaksananya penatausahaan keuangan Sasaran | Terlaksananya penatausahaan keuangan E "
Penyediaan Gajldan Tunjangan ASN Rp10.838.598.099 - Ve p 9 Ve p 9 asaran | Terlaksananya pelaporan kevangan Seketariat Daerah
i Indikator - -
Penyelenggaraan Waldata Pendukung Statistik Rp. 4.781.550,- Indikator | Jumlah SPP dan SPM yang diajukan ke pengguna anggaran Indikator | Jumlah SPJ dan pajak yang diverifikasi Jumizh laporan fungsional manual yang dibuat Indikator  {  Jumiah laporan DTH pajak yang dibuat
Ktoral Daerah - - -
Sektoral Deera Jumlah SP2D yang diselesaikan ke Bank F ST S ——— Jumlah alran kas dan GU manual yang dibuat Jumiah lap. Pertanggung jawaban adm system yang dibuat
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statstk Sektoral | Rp. 4.191.750.- - —
Daerah Jumlah dokumen pembayaraan yang diiakukan - Jumlah belanja yang diverifikasi di SIPD
Jumlah SPJ yang disafkan
Penyediaan Admirisirasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp. 752.120.000 i poran pejakyang dsampakan » : Jumiah jurnal yang diapprove di SIPD
Penyediaan Gaj dan Tunjangan Kepala Daerah dan | Rp. 926.298.441 — Jumiah l3poran fungsional manual yang douat Jumlah laporan reslisasl anggaran yang dicetak
Wakil Kepala Daerah Jumizh buku kas umum dan CMS yang diverifkasi Jumlah aliran kas dan GU manual yang dibuat
I Jumlah [ap. Pertanggung jawaban akuntansi yang disusun
Jumlah STS yg disetorkan ke Penerimaan Daerah
‘l' J' * Jumlah dok. LPJUP yang dibuat untuk kelengkapan GU
Jumlah aporan pj penerimaan yg disiapkan
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Jumiah BKU penerimaan yg disusun
Sasaran | Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan Laporan SKM Sekretariat ‘Sasaran | Terlaksananya penyusunan dokumen SAKIP dan Perencanaan Setdako P Y9
Indikator | Jumlah bahan penyusunan Laporan SKM yang difimpun Indikator | Jumizh bahan dokumen SAKIP yang difimpun Jumiah laporan yang diekap
Jumlah dokumen perencanazn yang dinvertrisit




CASCADING BAGIAN PEREKONOMIAN

SEKRETARIS DAERAH

¥

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran kualitas Sasaran | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator Nilai IKM Sekretariat Daerah
TP Sasaran i v melalui aset yang dimiliki BUMD
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Return On Asset (ROA) BUMD
Indikator Indeks Pelayanan Publik Sasaran Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
Sasaran
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Indikator Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
Program Program Perekonomian Dan Pembangunan l Rp. 92122150,
Persentase strategi inflasi (4K) Kota
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
Sasaran Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Perekonomian Daerah
Indikator Persenta strategi inflasi (4K) yang
Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral
Sasaran Meningkatnya koordinasi pengukuran IKAD yang difasilitasi
Indikator | Persentase koordinasi pengukuran IKAD yang difasilitasi
Sasaran i koordinasi dan BUMD dan BLUD
Indikator Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Rp. 69.388.750,-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Rp.22.733.400,-
N
PERENCANA AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi pertambangan dan Sasaran Meningkatnya fasilitasi pembinaan BUMD dan BLUD
energy
Indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Indikator Persentase kebiakan/ program bidang ekonomi pertambangan dan energi Indikator Persentase BUMD dan BLUD yang dibina
yang terfasilitasi dan terkoordinasi — - -
umia koordas o IKAD o Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Rp. 28.315.300,-
umiah koordinasi pengukuran yang diasiltasi Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Rp. 22.733.400.- Kegiatan Kebijakan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Kegiatan Energi dan Air
Sub Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Sasaran | Terlaksananya fasiltasi koordinasi bidang ekonomi Sasaran | terhimpunnya dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan laporan lingkup Sasaran | Terfasilitasinya pembinaan BUMD dan BLUD
kebijakan energi dan air
. N o " o Indikator Jumlah dokumen pembinaan BUMD yang disiapkan
Indikator jumiah rapat koordinasi bidang ekonomi yang difasiltasi Indikator Jumlah dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan laporan lingkup kebijakan
Sasaran | Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pasar energi dan air yang dhimpun Jumlah laporan evaluasi dan monitoring BUMD dan BLUD yang disiapkan
Indikator Jumlah rekomendasi terkait kebijakan stabilitas harga pasar yang disiapkan

Jumlah laporan monitoring harga pasar yang disampaikan

Jumlah Laporan TPID yang dikirim ke Biro Perekonomian Provinsi Sumbar




CASCADING BAGIAN PBJ DAN DALBANG

|

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
i Terwujudnya tata kelol intah: fektif dan efisi
Tujuan enudnya lola pemernianan yang efekti can efisien Sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah
Indikator Indeks Reformasi Birolasi Indikator Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran kualitas
Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator Nilai IKM Sekretariat Daerah
ITKP
Sasaran melalui aset yang dimiliki BUMD
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Return On Asset (ROA) BUMD
Indikator Indeks Pelayanan Publik
Sasaran Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
- Sasaran
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Program Program Perekonomian Dan Pembangunan l Rp.  196.801.500,- Indikator Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
Persentase strategi inflasi (4K) Kota F
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN
Sasaran kualitas fof Barang/Jasa di
Pemerintah Kota Payakumbuh
Indikator Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger Dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Sasaran tertib admir i kegiatan di
Pemerintah Kota Payakumbuh
Indikator Persentase capaian realisasi fisik & keuangan kegiatan
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Rp14.860.100,-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp181.941.400,-
PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANGIJASA
Sasaran Meningkatnya monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembagunan Sasaran Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik Sasaran UKPBJ fasiltasi barang/ jasa yang melalui
Indikator i
Indikator Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti Persentase Pengadaan BaranglJasa yang diakukan melalii elektronik Indikator Persenta i yang melalui UKPBJ
i P 1t idaan b: / §i dilakukan melalui UKPBJ
Sub Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ro14.860.100,- Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan ersentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui
Kegiatan Pembangunan . Sub Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp17.832.200,-
Sub Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Rp140.852.700,- Kegiatan
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan  |Rp23.256.500,-
Jasa
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA
Sasaran | T laporan kegiatan Kota Sasaran | Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elekironik Sasaran Terﬁksa@éj Fasilitasi Pengadaan Barang /Jasa yang terkoordinir
melalui
Indikator | Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksana - Indikat i
pembangunan OPD. gan pel Indikator | Jumlah permasalahan melalui Pusat Bantuan yang ditindaklanjuti. ndkator | Jumiah dokumen pendampingan Perencanaan Pengadaan BarangJasa
" " - Jumlah dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
Sasaran Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Server dan Perangkat Penunjang lainnya yang dipastikan berjalan i 9
dengan baik, aman, dan lancar Jumlah dokumen i 19 Kontrak Peng
i tori i kegi i Barang/Jasa Pemerintah;
Indikator ;;m\ah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan Jumlah Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang g/
terfasiltasi Jumlah dokumen i ngelolaan Pengadaan Barang/J:

Jumlah dokumen data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan
Laporan Penggunaan PDN dan UMK-K

Jumlah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipastikan berjalan
dengan baik, aman, dan lancar

Pemerintah secara Swakelola




CASCADING BAGIAN PROTOKOLER DAN

DOKUMENTASI
SEKRETARIS DAERAH ¥
Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran kualtas pelaporan Kinerja
Sasaran kualitas Indikator | Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sasaran Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan
akuntabel
ITKP "
Indikator Indeks Kematangan Organisasi
Sasaran | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran | Meningkatnya kualitas kebijakan
Indikator Indeks Pelayanan Publik Indikator Indeks Kualitas Kebijakan
Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator Indeks BerAKHLAK (Opsional)
Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
1ol Fvaluasi Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 3.233.413.627,-
Kabupaten/ Kota h’
KEPALA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI
Sasaran Meningkatnya kualitas layanan KDH dan WKDH
Indikator Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH yang sesuai SOP
Persentase pelayanan informasi kegiatan KDH dan WKDH yang
dipublikasikan
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Rp. 610.000.000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Rp. 2.380.415.127
Pimpinan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 242.998.500
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOLER ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI
Sasaran Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan KDH/ WKDH Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH Sasaran " i 9 F Informasi Kepala D: il Kepala
aeral
Indikator Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi i istrasi keqi i
( P! ) yang Indikator Perseptase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan KDH dan WKDH Indikator Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang
sesuai SOP didokumentasikan dengan baik
Persentase rapat koordinasi yang difasilitasi dengan baik N 9
Persentase sambutan/ pidato/ paparan KDH dan WKDH yang disiapkan - -
—— denaan baik Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang
Sub Fasilitasi Keprotokolan Rp. 96.315.750 |dengan baik dipublikasikan dengan baik
Persentase agenda/ kegiatan kedinasan KDH dan WKDH yang terlaksana
Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU Rp. 242.998.500
Sub_ Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Rp . 10.000.000 Kegiatan
Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rp. 312.918.950
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Rp. 600.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp. 1.971.180.427
v \; i i
PENGELOLA KEPROTOKOLAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL PENATA KEPROTOKOLAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Sasaran Terlselenggaranya fasilitasi pelayanan kedinasan KDHWKDH secara Sasaran Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH Sasaran Terlaksananya Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi KDH dan Sasaran Terlaksananya Pengelolaan Media Informasi dan Dokumentasi
optimal - - - - - WKDH kepada Masyarakat KDH/WKDH
Indikator Jumlah jadwal kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah yang disusun - - -
Indikator Jumlah fasilitasi acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi Indikator | Jumah peliputan dan pendokumentasian kegiatan KDHWKDH Indikator | Jumlah Surat Kabar langganan KDH/WKDH, FORKOPIMDA dan

Jumlah Koordinasi yang dilakukan dengan Pejabat/Perangkat Daerah

Jumlah Pidato/sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang
disiapkan

Jumlah pengelolaan foto/ vidio kegiatan KDH/WKDH

Pimpinan di Sekretariat Daerah yang disusun dan didistribusikan

Jumlah surat/ dokumen/ kelengkapan SPJ keuangan yang dikelola

Jumlah penghmpunan dan penyusunan hasil liputan kegiatan atau
informasi yang layak untuk dipublikasikan

Jumlah Agenda yang disusun




CASCADING BAGIAN UMM ]

SENRETARIS DAERAH
Tjuan | Terwuiudnya tala kelola pemeriniahan yang efe dan efiien ASISTEN ADNINBTRASI UNUN
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sesaren
Sasaran | Meninghalrya uataspenyeenggaraan pamertanan Indhelor | Nia Eakas| AKP Komponen Pelsgoran
Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ‘Sasaran , efektif, profesional dan
siabel
3
ndkalor | Indeks Kematangen Orgaisas
Sasarn [ Veningianya Kuaitas Pelayanan Pubik Sasaran | eninghainya uataskebiatan
Indikator Indeks Pelayanan Publik Indikator Indeks Kualitas Kebijakan
Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Sasaran | enigiainya rokast yang bersh da akuiabel Ingkator | indeks BeTAKHLAK (Opsionl)
:
Indhetor | Nia Evaluas AKIP
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 13.088.820.116,
Kabupaten/ Kota
KEPALA BAGIAN UMUM
Sesan | Merinoaiya usies it loaperarcan
ikolor | Parsenss ayara potarioa yarg s dorga bk
Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 2519.765.400
ot Keuraniarggan Sokitarl O o, 2w
[T T —_— TPy
et
instas Barang Wik Do pca Prargal. T soomeo
Pemeitarsa Gotang Wik o Perejrg Ursan | Fp. 2880518.141
Penecianan asan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Rp. 64.045.800
o ek Kepala D
Pengdaa Broog Wik Do Pennrg Ursan | p 3452516782
PenernahanDash
PPERENCANA AHLI MUDA PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA' PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA
Ssoan | Wenighain o pelyaran KON don WHCH Sesan | Menigany skas S | Waroghain pamttrsan opmasion s b
[T [e—————— TP ———— ot Porsentss aara omum yag dfsias derge bk [T T WOpYIY PRy
Ssoan | Mgy site playaran unan anga KO don DR S ——————————— s
Pesenss endashaan Arsp Diari pada KD ses o | Verda
o | Parsatas pelyaran man angg KO dan WKDH dengan bk —
S| Peryesan sanen Logsi Krr R 07210
Kegatan
o | Fosis K Toms R sas75 Sesan | Wengiaina oyaranpentsanaan b
n onuns Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 59.959.000 oy oy e
PenyediaanJasa Peralatan dan Pedengkapan Kantor Rp. 339.407.500 Indikator Persentase asset yang tercatat sesuai pedoman
[ e ————rrg [T
Penyedaan Kbt R ToggaKepaa Do | . 295966130 e ——— S| Pongaranan Goang Wik O o 5000000
‘Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Listik | Rp. 953905000 [N R o pany
" T —
e s T o | R 208710 o —r——— T oyt Koo
Penysoo Poraiancon R 10910400
[T T er e —r——r— [ r———r—r— . 720000
Pecgadan Kandacaan Pororngan s i Kendaon | . 90000000
Penataan A D s S0 R ooTi0 Do bt
: Pengadan Kandacea D Opasion sz Lapangan | . 90000000
l Pengadan Pesatan o Wosi Lormya R 13500000
‘OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL ”
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN. ARSIPARIS TERAMPIL Pgadan S g Prasra Gudrg Ko | . 2308016782
Sesoran | Toksananys ot KW o WKDR . — — angnan Loy
asaran | Terpenuhinya dokumen adminsirasi tenaga perkanioran fistibusian persur ersur jang perlu diarsipkan Yengadaan Saran: wr
[T Ty ————rerp—r— pendsiusinprsan,persran ang s i Forgdan s o PPy Gudrg | . 10180
nator | S aominstas rags porarion ang dsaptan ndtor | S sk o s Kt yarg dgendan
e Ponyodaan fasa Pomivarsan, By Pemairasnden | . 5247000
i g prgelan o o anitsanProrngan D i Kancaran
evalasl, dan aporan pengelolaan uah angga ‘Sasaran | Tersedanya alat s kantor Jumiah surat masuk yang diarsipkan ’ &
oo o
P T T — [T ————— Peoysdoon asaPomihaaan Goya Porltazan, | . 604100000
Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau.
Seson
Pemeirarsan ool " 20000000
otor | JumahDoken Porstausanan rsp D
Pelrarsan tn ot Gocng Ko dan o674 104781
Sargean Lamya
[ T e———— T
Gating Koo anBarunan Loy
[ —— YT
Pending Gecung Kt dan Ganunan Ly
Penydson P D o A Knhapan . 64065500
Kepoa Dt don Wald Kep Dz
‘OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PENELAAH PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Sasaran Sesoran | Ty cota sl pondatan, pamerksan vl o vt Sesoan | Ty oo dan percatanBatang Wik Do g Pyl [ —————————r——r—"
o b il o Kok as s G o 06 el el e e Savearl Daoah secws enkap o eryisnan aporn tan ik o
Tarsiuny i da percain Barang MK Do 095
ot S aaahsocaa ogkapda A e m— [N [T ——————
g ik doean e e e b
Seoon e oo
it Spahant s oo ot
[ o Penasta dan e Baang WK s
iotruan

Jumiah kendaraan dinasroda da dan oda empat yang dikukan
pendataan,pemerksaan aual, a pencatatan ko sesuai ketentuan




CASCADING BAGIAN ORGANISASI |

)

SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRAS! UMUM
Tujuan ‘Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efekif dan efisien Sasaran | Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabiltas kinerja pemerintahan
ndikator | Indeks Roformasi Birokrasi Indkator | Niai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Sasaran | Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintzhan Sasaran | Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efsien, efektf, profesional dan
akuntabel
Indikator | Niai Evaluasi Kineria Penyelenggaraan Pemeriniah Dasrah
Indikator Indeks Kematangan Organisasi
ITKP
Sasaran | Meningkatnya kualtas kebjakan
Sasaran | Meningkatnya Kualtas Pelayanan Pubik
Indikator | Indks Kualias Kebijaken
Indikator | Indeks Pelayanan Publik Sasaran | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator | Indsks BerAKHLAK (Opsional)
Sasaran | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik
[F P Fr—— Persentase Perangkat Daerah yang mermiik IKM dengan kategori BAK
Progiam | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp105.075.450,-
Kabupaten/ Kota
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Sasaran | Tenwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsidan tepat ukuran
Indikator gkat Daerah yang di Peraturan
Perundang- undangan
Sasaran | Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang berorientasi pelayanan
public
Indikator | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK
Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik
Persentase PD yang merindaklanjuti dan melaporkan implementasi
BerAKHLAK
Sasaran | Meningkainya kualtas dokumen pelaporan Kineria perangka daerah
Indikator se P yang
Kategori BAIK
Sasaran | Meningkatnya kuaifas Dokumen usulan pengukuran indeks kualtas
kebiakan
Indikator | Persentase dokumen kebijakan yang diusulkan uniuk pengukuran indeks
kualtas kebiakan
Kegiatan | Penatan Organisasi Rp105.075.450,-
uB KELEMBAGAAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN DAN KINERJA
Sasaran | Meningkatnya penatazn kelembagaan perangkat dacrah Sasaran | Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Sasaran | Meningkanya kepatuhan PD daiam menyampaian dokumen pelporan
- pelayanan publi
Indikator produk g Indikator Persentase PD yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu
Indikator | Persentase unit pelayanan publk yang menyampaikan laporan SKM (dokumen LK]IP, PK, Rencana Aksi, RKT)
Persentase Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi kelembagaan
Persentase Unit Pelayanan Publk yang dievaluasi Sasaran | Meningkatnya kualtas Penyusunan Renaksi RB Kota Payakumbuh
s Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabalan | Rp28.213.400,- Tniktor | Personass ndkator KB Ko orsasan Rerafoiys
egiatan daerah yang
sesuai pedoman Sasaran | Meningkainya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemda dalam
ot Py Po g T o oy menyampaikan pelaporan Kinerja dan RB pada Aplkasi Nasional
Kegatan Indikator | Persentase Kepatuhan Pemda dan PD daiam Menyampalkan Pelaporan
Kinerja Pada Aplikasi Nasional (esr menpan dan Prortal RB)
Sasaran | Meningkalnya Pelayanan Adminisirasi Kepegawaian
Indikator | Persentase layanan adminisrasi kepegawaian
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
Sub Peningketan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp37.290.300,-
Sasaran | Teraksananya penataan kelembagaan perangkat dasrah Sasaran | Tersecianya laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pekbyanan Kegiatan
Publk
Indikator | Jumlah draft produk hukum kelembagazn yang dihimpun |
Indikator hasi i
Jumiah bahan penyusunan evaluasi kelembagaan yang dhimpun Jumieh eporen il SKHM yeng dihimpun
Sasaran Te \NJAB & ABK Pe Sasaran Tersedianya bahan evaluasi Unit Pelayanan Publik PENE TEKNIS KEBIAKAN
Sasaran Tersedianya dokumen SAKIP Perangkat Daerah S Terlaksanya pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah
Indikator | Jumlah bahan usulan Anjab dan ABK yang dihimpun . i s e Ve ey s
niator | Jumiah bahan evaluasi Unit Pelayanan Publi yang diimpun Indikator SAKIP Pe Indikator | Jumlah SK KGB Setdako yang ditebitkan
Sasaran daerah
Sasaran | Tersedianya Dokumen Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Dacrah
difasilitasi
Indikator dhi
umieh dokumen keatlaksanaan yang dhimpun Indikalor | Juiah Draf Dokumen Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Dacrah
yang dirancang.
PENELAAH TEKNIS KEBLAKAN Sasaran | Tersedianya bahan penyusunan dokumen RB
Sasaran | Tersedianya dokumen hasi waltas,
Kebijakan Indikator Jumiah bahan dokumen R yang dihimpun
Indikator | Jumlah bahan laporan koordinasi pengukuran kuaitas kebiakan yang
Sasaran | Tersedianya dokumen laporan indak lanjut implementasi BerAKHLAK
Indkator | Jumlah i BerAKHLAK P
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